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TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden
Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara, Bupati berwenang menetapkan Standar
Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara, yang
dihitung berdasarkan formula perhitungan standar harga
satuan tertinggi oleh Menteri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara
Triwulan IV Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
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Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik inodnesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan
Bangunan Gedung Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2013
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten

Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

: Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara

Triwulan IV Tahun Anggaran 2021.
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Gedung Negara sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri
dari : gedung kantor, rumah negara, dan pagar.

Standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud

diktum kesatu merupakan :

a. acuan penyusunan Program Anggaran dan Pedoman
Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Tahun
Anggaran 2021-2022;

b. pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan
Rencana Pemeliharaan Barang dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD);

c. pedoman untuk  mengevaluasi kebutuhan  biaya
pembangunan Gedung Negara.

Standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud
diktum kesatu disusun dengan memperhatikan preferensi
harga, tingkat inflasi, kebijakan pemerintah, nilai tukar
rupiah dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Rincian standar harga satuan tertinggi sebagaimana
dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Bupati ini.

Standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud
diktum kelima, berlaku dalam kondisi normal, sedangkan
untuk situasi dan kondisi khusus (ada perubahan harga
barang) berpedoman pada daftar harga (price list) yang
berlaku.

Membebankan biaya penyusunan standar harga satuan
tertinggi sebagaimana dimaksud diktum kesatu
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal

1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 3| Defew loer 2021

MUHDLOR
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR
TANGGAL : 31

: 188/ /d3 /438.1.1.3/2021
DeSemres™

2021

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam rupiah/m?2)

GEDUNG NEGARA

TIDAK SEDERHANA SEDERHANA
6.730.000 5.080.000
RUMAH NEGARA
TIPE A TIPE B TIPE C, D, E
6.420.000 6.200.000 4.980.000
PAGAR GEDUNG NEGARA
DEPAN BELAKANG SAMPING
BT;T.1,5M T.3 M T.2M
2.980.000 2.580.000 2.460.000
PAGAR RUMAH NEGARA
DEPAN BELAKANG SAMPING
BH; T.1,5M T.2,5M T.2M
2.790.000 1.610.000 1.540.000

BUPATI SIDOARJO,

MUHDLOR




